
GUBERNUR SUMATERA UTARA

. 
PERATURAN GUBERNUR SUNilATERA UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2O1O

TENTANG
URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

DINAS BINA MARGA PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor I Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi
Sumatera Utara, ditegaskan bahwa Uraian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas
Daerah Provinsi $umatera Utara, akan diatur dan ditetapkan
berdasarkan dengan Peraturan Gubernur ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Uraian Tugas, Fungsidan Tata Kerja Dinas Bina Marga;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi $umatera Utara (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegiwaian iebagaimana diubah dengan Undang-Undang
ttoinor 4g Tahun lggg tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor I Tahun 1974 tentang , Pokok - Pokok
Kepegiwaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1999- Nomor 169, Tambaha* Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3890);

Unt{ang-Undang Nomor 17 Trulri.;n 2003 tentang Keuangan

ruegari (Lembiran Negara R**:uhlik lndonesia Tahun 2003

rur:ilror 47, Tambahan lembar;*q Negara Republik lndonesia
Ntrmor 4286'l;

Mengingat

4. UndangrUndang

b.

: 1.

2.

3.



Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 47371;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4741);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 6) ;

20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Prgvinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2008
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi sumatera
Utara Nomor 8);

MEMUTUSKAN ;

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI

DAN TATA KERJA DINAS BINA MARGA PROVINSI SUMATERA
UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;

14.

15.

16.

17.

18.

19.

2. Pemerintahan



Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam lintas dan
prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daenah, menurut azas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945;

Kepala Daerah adalah Gubernur $umatera Utara, yang selanjutnya disebut
Gubsu;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah, yang
selanjutnya disebut DPRD;

Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari $ekretariat Daerah,
$ekretariat Dewan Penrvakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah dalarn bentuk Badan, Satuan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah;

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang
selanjutnya d isingkat Setd aprovsu;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang
selanjutnya d isingkat Sekdaprovsu ;

Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyaralet hukum
yang mempunyai batas-batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepenUngan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasimasyarakat dalam Sistim Negara Kesatuan
Republik lndonesia;

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

11, Desentralisasi adalah penyerahan urusan dan/atau kewenangan Pemerintahan
oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Kerangka dan Sistim Negara
Kesatuan Republik lndonesia;

Dekonsentrasi adalah pelimpahan Wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur
sebagaiWakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah;

Kabupaten dan Ksta adalah Kabupaten dan Kota dilingkungan Pemerintah
Provinsi Sumater* Utarq;

15. Tugas

3.

4.

5.

6.

7,

8.

9.

12.

13.

10.



7.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nornor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perrubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
fndonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 44381;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan'
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 444$;

Undang-Undang Nomor 22 tahan 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan. (Lembaran Neg*ra Republik lndonesia Tahun
2OO9 Nomor 96, Tambahan L*mbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5025);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Provinsi llembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1950 Nomor 5Si,

Peraturan Pemerintah Nomor6 l;rhun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan lnstansi Vertikal dr Oaerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun i it*8 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndsn*sia Nomor 3373);

f?*raturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
F*ngangkatan Pegawai Negeri S*pil datam Jabatan Struktural

tl*mnamn Negara Republiklndcn*sia Tahun 2000 Nomor 197,
lambahan Lembaran Negara Repli.rlik lndonesia Nomor 4018);

Feraturan Pemerintah Nomor :* Tahun ;1003, tentang
flengangkatan, Pemindahan dxri Pemberhs*tian Pegawai
ileglri Sipil trLembaran Negara Rspgblik lndonesia Tahun 2003
Hoiror lii, ismbahen LsrfibarEn Nogarn Rapuhllk lndonesia
Nomor 4263);

13.

14. Peraturan Pemerintah



15. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah

dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau ke desa

serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas
tertentu;

16. Dinas Daerah adalah Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara ;

17. Bina Marga adalah Membangun dan Membina Jaringan Jalan agar Pengguna
Jalan lancar dan nyafnan.

18. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara yang
selanjutnya disebut Kadis ;

19. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan,
termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu
lintas, yang berada pada permukadn tanah, diatas permukaan tanah, dibawah
permukaan tanah serta diatas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori
dan jalan kabel.

20. Jembatan adalah sebagian dari Jalan yang berfungsi untuk menghubungkan
Jalan yang dipisahkan oleh sungai atau jurang.

21. Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga yang selanjutnya disebut UPTD;

22. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinag yang selanjutnya disebut Kepala UPTD;

23. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri
dariTenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dart keterampilan tertentu, yang
jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

24. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 2

(1) ftinas Bina Margs ti?s+rTlpunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah /
Kewenangan |t*r:"'i*$!, dibidang Pengaturan dan Evaluasi, Pembinaan
F]embangufion 9,,*;' !ueningkatan, Pemeliharaan Penranfaatan Kebinaragaan serta
tugas F€lr]bant*i,*,

(?) Dinas Bina Mani;.: ,:r+,r{lyslenggarakan fungsi :

a. perurnusan .,,,:;i.rsn tefnis di bidang Sekretanr;t. Pengaturan dan Evaluasi,
Pembinaan'.',';rfir Pembangunan dan Peniniit;,itan, serta Pemeliharaan
Pern€ n faalsn Keu*rmrag€a{1"

b. penyelenggaraan urusan Famcrintah dan Pelayarun l.krilrn ffifrdang
Pengaturan dan Evaluasi, Pembinaan Pembangunan dan Peningkatan,
Pemeliharaan Pemanfbatan Kebinaragaan ;

c. pelaksanaan



c. pelaksanaan Pemberian Perizinan dibidang Kebinamargaan ;
d. pembinaan dan Pelaksanaan Tugas dibidang Kebinamargaan ;

e. pelaksanaan Tugas Pembantuan dibidang Kebinamargaan ;

f. pelaksanaan dan Pelayanan Administrasi lnternaldan Eksternal ;
g. pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Gubemur, sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

(3) Kepala Dinas Bina Marga, mempunyai uraian tugas :

a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pada
lingkup Dinas;

b. menyelenggarakan dan memimpin, membina, menginkronisasikan,
mengendalikan tugas dan fungsi Dinas;

c. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatan dinas,
sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;

d. menyelenggarakan penetapan pengkajian dan menetapkan pemberian
dukungan dengan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah;

e. menyelenggarakan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan tugas
atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibldang kebinamargaan;

f. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program
pembinaan dan penempatan bina marga, pembinaan teknik, pembangunan dan
peningkatan, pemeliharaan;

g. menyelenggnrakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai
kebinamargaan sebagai bahan penetapan kebijakan umum pemerintah daerah;

h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan;

i. menyelenggarakan koordinasi dan keriasarna dengan instansi/lembaga terkait
lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;

j. menyelenggarakan pengkoordinasian penyu$unan tugas-tugas teknis serta
evaluasi dan pelaporan yang meliputi kqsekretariatan, pembinaan dan
penempatan bina marga, pembinaan teknik, pembangunan dan peningkatan,
pemeliharaan serta tugas pembantuan;

k. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan
pelayanan dibidang kebinamargaan;

l. menyelenggarakan koordinasi dengan dinas/l*rrrhaga kebinamargaan lintas
KablKota;

m. menyelenggarakan pengkoordinasian dan mernhrcra Unit Pelaksana Teknis
Dinas;

n. menyelenggarakan koordinasidengan Unit Kerja lni*,

o. menyelanggarakan tugas lain, syang diberikan $ul.r*rnur, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

p" menyelenggar*1"*n pelaporan dan pertanggung 
';*i*aban 

atas pelaksanaan
tugai dan fungsinya, k6pada Gubernur meletu*r $i*kretaris Daerah, sesuai
Standar yeng ditetapkannya ;

(*) untuk



(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), (2), dan (3), Kepala Dinas Bina Marga dibantu :

a. Sekretariat;

b. Bidang Pengaturan dan Evaluasi;

c. Bidang Pembinaan teknik ;

d. Bidang Pembangunan dan Peningkatan;

e. Bidang Pemellharaan;

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

g, Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Sekretariat dan Bidang pada Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala
Bidang, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat dan Kepala Sub Bidang pada Bidang;

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

(1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dibidang urusan umum,
Keuangan dan Program.

(2) Sekretariat Dinas, menyelenggarakan fungsi :

a. penyelengaraan Pengkoordinasian penyusunan dan pelaporan dinas ;

b. penyelenggaraan Pengkoordinasian dengan kepala bidang terkait untuk
penyusunan konsep perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang ;

c. penyelenggaraan Pengkoordinasian dan penyampaian DPA dan Rl(A dinas ;

d. penyelenggaraan Penyusunan program urusan umum, keuangan,

i kepegawaian, hukum dan organisasi dinas ;

e. penyelenggaraan Perencanaan kebutuhan barang unit dan kebutuhan
administratif dinas serta penyempurnaan manajemen administrasi, sesuai
ketentuan dan standard yang ditetapkan ;

f. penyelenggaraan Perencanaan, pengelolaan dan peningkatan pendayagunaan
pegawai, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan ;

g. penyelenggaraan Perencanaan, pengelotaan dan pengurusan
, pertanggungjawaban keuangan dinas, sesuai ketentuan dan standard yang

ditetapkan ;

h. penyelenggaraan Perencanaan, pengelolaan dan pengurusan

I nertanggungjawaban aset dinas, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan ;

(3) Sekrearis



(3) Sekretaris Dinas, mempunyai uraian tugas :

a. rnenyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada
lingkup Sekretariat;

b. menyelenggarakan penyusunan koordinasi rencana program kerja Sekretariat,
Bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

c. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas ;

d. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan ;

e. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan ;

f . menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja ;

g. menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja ;

h. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan ;

i. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan rencana stategis, laporan
akuntabilitas kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;

j. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan ;

k. merryelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah Dinas, kearsipan,
pertelekomunikasian dan persandian ;

l. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umurn dan pelayanan minimal ;

m. menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan
pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor ;

n. menyelenggarakan perencanaan dan pengolahan produk hukum dinas dan tata
laksana d inas, sesuai ketentuan perundang-undang ;

o. menyelenggarakan pemberian advokasi hukum dinas.

p. menyelenggarakan Perencanaan, Fengkoordinasian penyusunan proses
pengadaan barang dan jasa serta pembuatan Laporan ;

q. menyelenggarakan administrasi kepegawaian dibidang kesejahteraan,
kepangkatan pegawai ;

r. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan
perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan
masyarakat;

s. menyelenggarakan fasilitasidan pengaturan keamanan kantor ;

t. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional ;

u. menyelenggarak** pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas
kegiatan bidang'bxtang lingkup dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

v. menyelenggaraksui: telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan;

w. menyelenggau*h** koordinasian dengan Unit Kerja !*rkait;

x" menyelenggaraa;**r qlan mengatur rapat-rapat intern;rtdinas dan eksternal dinas ;

y meny*lengg;.+*irken tugas lain, yang diberikan Ke6ii:+i;x Dinas, sesuai dengan
fuga* dan fur:gnrnya.

z. merryebr1ggarakan panyusunan laporan dan pertanggung jawaban atas
pelakBanaan tugasnya, sesuai Standar yang ditetapkan ;

(4) Untuk

8



(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada
ayal (1),(2) dan (3), Sekretaris Dinas dibantu :

a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Program.

Pasal 4

(1) Kepala Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai lingkup Sub
Bagian Umum ;

b. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan
pelaksanaan tugas dan fungsi $ekretariat serta Sub Bagian Keuangan ;

c. melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Sub
Bagian Umum;

d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian ;

e. melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji
berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian
penghargaan, serta tugas/ijin belajar, pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan/Struktural, fungsional dan teknis ;

f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai ;

g. melaksanakan penyiapan bahan pengembangail karier dan mutasi serta
pemberhentian pegawai ;

h. melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai
dan jabatan di lingkungan dinas ;

melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan
kepada unit di lingkungan dinas ;

melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan, pendistribusian,
surat-surat, naskah dinas dan afsip ;

melaksanakan penggandaan naskah Dinas ;

melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiaparr rapat-rapat ;

melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum pelayanan
minimal dan pendokumentasian surat-surat, barang bergerak dan barang tidak
bergerak;

melaksanakan penyu$unan rencana kebutuhan s&rilna dan prasana pengurusan
rumah tangga, p*meliharaan/perawatan lingkunga?r kantor, kendaraan dan aset
lainnya serta ke!*rtitlan, keindahan keamanan dan l;ryanan kantor;
melaksanakarr i.!Ffiyusunan laporan, evaluasi d;,rcr monitoring kegiatan Sub
Bagian Umu*r

p. melaksanak*ri $;f,*?rlyusunan bahan telaahan staf :;qri.ragai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan ;

j

k.

t.

m.

n.

o.

q. melaksanakan



q. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan dinas;
r. melaksanakan penyerasian ketikan naskah Dinas ;

s. melaksanlk"t pengkoordinasian administrasi dan pengelolaan kepagawaian
pada Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

t' melaksanakan pembinaan kearsipan dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

u. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

v. melaksanakan tugas lain, yang diberikan Sekretaris, sesuaidengan tugasnya;
w. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan

tugas, sesuai Standar yang ditetapkan ;

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup
Sub Bagian Keuangan ;

b' melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan
pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat serta Sub Bagian Keuangan ;

c. melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Sub
Bagian Keuangan ;

d. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas;
e. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas ;

f. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah ;

g. melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan ;

h. melaksanakan penyiapan bahan dan pernlrrraan pengelolaan teknis
administrasi keuangan ;

i. melaksanakan pembayaran gdi pegawai dan penulrasilan tambahan lainnya ;

j. melaksanakan verifikasi keuangan ;

k. melaksanakan penatausahaan belanja langsung pac$a dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Dinas;

l. melaksanakan penatausahaan belanja tidak lang**ng pada dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Dinas ;

m. melaksanakan sistem Akuntansi lnstansi {$&r, *Jan penyiapan bahan
pertanggungjawaban keuangan sesuai standar larir",l ,!rt*ltapkan 

;

n. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan eviilrr";,',r administrasi keuangan ;

o. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pel*1,r,r;*n administr;*+r keuangan;

p. melaksanakan pengendalian administrasi perjalanr:rr riri]€s pegawai ;

q. melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan Bi"i\ r,l)ngawasan ;

r. melaksanakan penyu$unan bahan telaahan 
"1sf 

.+r'::rtgai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan ;

s. melaksanakan koardinasi dengan Unit kerja terkail

t. melaksanakan tug** lain, yang diberikan Sekretari*. se:,ru€i dengarr tugasnya ;

u. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pertanggurg iroaban atas
pelaksanaan tugasnya seauaistandar yang ditetapkan ;
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(3) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas:

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup
Sub Bagian Program ;

b. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan
pelaksanaan tugas dan fungsisekretariat ;

c. melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja Sekretariat dan Sub
Bagian Program ;

d. melaksanakglfo_ordinasi penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat
dan Bidang, UPT Dinas yang meriputi pengembangan kebiiamargaan;

e. melaksanakan_penghimpunan dan penyusunan bahan rengana strategis, Laporan
Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah (LAKlp) dinas;

f. melaksanakan penghimpunan bahan rencana strategis, LKPJ dan Dinas LKpD ;

g. melaksanakan penghimpunan bahan rencana strategis, LKPD dinas;
h. melaksanakan evaluasi kinerja internal Dinas ;

i. melaksanakan penyusunan pengkoordinasian monitoring ;

j. melaksanakan pembinaan untuk peningkatan sistem informasi dan komunikasi
kebinamargaan ;

k. melaksanakan pengelolaan data sistem wibesite kebinamargaan ;

l. melaksanakan pelaporan data sistem wibesite kebinamargaan ;

m. melaksanakan penyusunan pengelolaan data kebinamargaan ;

n. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan ;

o. melaksanakan koordinasidengan Unit Kerja terkait ;

p. melaksanakan tugas lain, yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya ;

q. melaksanakan penyusunan petaporan dan pertanggung jawaban atas
pelaksanaan tugasnya, sesuai Standar yang ditetapkan ;

Bagian Ketiga
Bidang Pengaturan dan Evaluasi

Pasal 5

(1) Bidang Pengaturan dan Evaluasi mempunyai tugas ffl*t?riiantu Kepala Dinas dalam
menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang {'e;rgaturan, Pengawasan,
Pengendalian dan Evaluasi.

(2) Bidang Pengaturan dan evaluasi, menyelenggarakan frrr:qei ;

a. penyelenggaraan perntrinaan, bimbingan, dr6hr,r" rJan penegakan disiplin
pegawai pada lingkup Sidang ;

b. penyelenggaraan Penyusunan konsep k*,*r;akan dan penyusunan
perencanaan jalan dan jembatan provinsi berdaaarkan ltebilakn nasional
dengan momperhatikan keaerasian antar daerah dan ant-rar kaupsan;

c. penyelenggaraan

LT



c. penyelenggaraan Penyusunan, pembuatan konsep rencana strategis
(RENSTRA) LAKIP, dan LKPD Dinas ;

d. penyelenggaraan Penyusunan, pembuatan konsep perencanaan jangka
pendek, menengah, dan panjang ;

e. penyelenggaraan Penyusunan dan pembuatan plafon pelaksanaan anggaran
sementara (PPAS), Rl(A dan DPA Dinas serta laporan bulanan, triwulan dan
tahunan;

f. penyelenggaraan Penyusunan konsep penetapan fungsi jalan dalam sistem
jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota
provinsi dengan ibukota kabupaten, antar ibukota kabupaten, jalan lokal dan
jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer ;

g. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai tugas dan
fungsinya ;

h. penyelenggaraan Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban
pelaksanaan tugas dan fugnsinya, sesuai Standar yang ditetapkan ;

(3) Kepala Bidang Pengaturan dan Evaluasi, mempunyai uraian tugas :

a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan disiplin pegawai pada
lingkup Bidang pengaturan dan evaluasi ;

b. menyelenggarakan Konsep Kebijakan Perencanaan dan Penyusunan Jalan
Provinsi berdasarkan kebijakan Nasional ;

c. menyelenggarakan Konsep Kebijakan Perencanaan dan Penyusunan
Jembatan Provinsi berdasarkan kebijakan Nasional ;

d. menyelenggarakan konsep kebijakan pengaturan dan evaluasin ;

e. menyelenggarakan Pembuatann Konsep Rencana Strategis (RESTRA) Dinas;

f. menyelenggarakan Pembuatan Konsep Perencanaan Jangka Pendek, jangka

Menengah dan jangka panjang ;

g. menyelenggarakan dan pembuatan plafon pelaksanaan anggaran sementara
(PPAS) Dinas ;

h. menyusun DPA dan RKA Dinas ,

r. menyelenggarakan pembuat.rn laporan akuntabilitas kinerja pemerintah

(LAKIP) Dinas;

j. menyelenggarakan !)*nyusunan laporan kiner;a pemerintah daerah (LKPD)

Dinas;

k" menyelenggarei,.** pembuatan laporan bulanan, trwulan dan tahunan Dinas;

l. menyelengc.ri"i;,,.i{r konsep pengawasan dan pengi:rrtJalian pengembangan dan

peningkatari laiari rtan jembatan ;
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m. menyelenggarakan, konsep penetapan fungsijalan dalam sistem jaringan jalan
sekunder dan jalan kolektor. yang mengtiuOungkan ibukota provin"i dengan
ibukota Kabupaten, antar ibukota kaoupiten, jalan lokal dan jalan lingkunian
dalam sistem jaringan jalan primer ;

n. menyelenggarakan konsep penetapan status jalan provinsi ;

o. menyelenggarakan Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan provinsi ;

p. menyelenggarakan Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan
provinsi ;

q. menyelenggarakan Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan
jembatan provinsi ;

r. menyelenggarakan telaahaan staf dalam bidang pengaturan, pengawasan,
pengendalian dan evaluasi pengembangan dan peningkatan jalan dan
jembatan;

s. menyelenggarakan masukan kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya ;

t. menyeleng-garakan tugas lain yang diberikan oleh Kepata Dinas, sesuai bidang
tugas dan fungsinya ;

u. menyelenggarakan Laporan dan pertanggungjawaban petaksanaan tugasnya
kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetlpkan ;

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),(2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengaturan dan Evaluasi, dibantu :

a. Seksi Pengaturan ;

b. Seksi Pengawasan;

c. Seksi Pengendalian dan Evaluasi.

Pasal 6

(1) Kepala Seksi Pengaturan, mempuyai tugas :

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada
lingkup Seksi Pengatrrran ;

b. melaksanakan F r,lqumpulan bahanldata U[tuh penyusunan perumusan
kebijakan perenca{}ran umum jalan provinsi berlf,r.$arkan kebijakan nasional
dibidang jalan d*n rn*mperhatikan keserasian antar ctaerah dan antar kawasan ;

c. melaksanakan r,*-*q$lahan bahan/data untuk penyu$ilnan perumusan kebijakan
perencanaan i,,?,i1;!1 pengaturan jalan provinsi berrt;rsarkan kebijakan nasional
dibidang jalan 

";ri1 
rrlemperhatikan keserasian dfltar ri*erah dan antar kawasan ;

d. melakranakirl i",=:ryajian bahan/data untuk penyu:.iiilan perumusan kebijakan
perencansan umum porigaturan jalan provinsi berdasartr,an kefi{adsr nreilmal
dibidang ialan dan mempertatikan kesarasian antar daerah @r anlar kaasan ;
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g.

h.

e. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk penyusunan perumusan
kebijakan perencanaan umum jembatan provinsi- berdasarkan kebijakan
nasional dibidang jembatan dan memperhatikan keserasian antar daerah dan
antar kawasan '

melaksanakan pengolahan bahan/data untuk penyusunan perumusan kebijakan
perencanaan umum jembatan provinsi berdasarkan kebijakan nasional dibidang
jembatan dan memperhatikan keserasian antar daerah din antar kawasan ;

melaksanakan Penyajian bahan/data untuk penyusunan perumusan kebijakan
perencanaan umum jembatan provinsi berdasarkan kebijakan nasional dibidang
jembatan dan memperhatikan keserasian antar daerah din antar kawasan ;

melaksanakan Pengumpulan bahan tdata untuk penyusunan konsep rencana
strategis (RENSTRA) dinas ;

melaksanlkan pengolahan bahan/data untuk penyusunan konsep rencana
strategis (RENSTRA) dinas ;

melaksanakan Penyajian bahan/data untuk penyusunan konsep rencana
strategis (RENSTRA) dinas ;

melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk penyusunan konsep
perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang ;

melaksanakan pengolahan bahan/data untuk penyusunan konsep perencanaan
jangka pendek;

melaksanakan pengolahan bahan/data untuk penyusunan konsep perencanaan
jangka menengah ;

melaksanakan pengolahan bahan/data untuk penyusunan konsep perencanaan
jangka panjang ;

melaksanakan Penyajian bahan/data untuk penyusunan konsep perencanaan
jangka pendek;

melaksanakan Penyajian bahan/data untuk penyusunan konsep perencanaan
jangka menengah ;

j.

k.

n.

t.

q. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk penyusunan konsep perencanaan
jangka panjang ;

r. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pembuatan plafon pelaksanaan
anggaran sementara (PPAS) dinas ;

melaksanakan pengolahan bahan/data untuk pembuatan plafon pelaksanaan
anggaran sementara (PPAS) dinas ;

melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pembuatan plafon pelaksanaan
anggaran sementara (PPAS) dinas ;

melaksanakan Pengumpulan baharVdata untuk pembuatan rencana kegiatan
anggaran (RlG) dan DPA dinas ;

melaksanakan pengolahan bahan/data untuk pembuatan rencana kegiatan
anggaran (RKA) dan DPA dinas ;

w. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pembuatan rencana kegiatan
anggaran (RKA) dan DPA dinas ;

x. melaksanakan Penyiapan konsep tim teknis pemeriksaan rencana kegiatan
anggaran (RKA) dan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) ;

y. melaksanakan

o.

p.

s.

t.

u.

V.
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y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang
tugasnya ;

z. melaksanakan Pelaporan, Pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan
tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai standard yang ditetapkan.

(2) Kepala Seksi Pengawasan, mempuyaitugas :

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan Kepada Pegawai pada lingkup
Seksi Pengawasan ;

b. melaksanakan Pengumpulan bahanldata untuk penyusunan penetapan fungsi
jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang
menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten, antar ibukota
Kabupaten, jalan lokal dan jalan lingkungan dalam sistim jaringan jalan primer ;

c. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk penyempurnaan fungsi jalan
dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan
ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antar ibukota kabupaten, jalan lokal
dan jalan lingkungan dalam sistim jaringan jalan primer ;

d. melaksanakan pengolahan bahan/data untuk penyusunan penetapan fungsi
jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang
menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten, antar ibukota
Kabupaten, jalan lokal dan jalan lingkungan dalam sistim jaringan jalan primer ;

e. melaksanakan pengolahap bahan/data untuk penyempurnaan fungsi jalan
dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan
ibukota provinsi dengan ibukota Kabupaten, antar ibukota Kabupaten, jalan lokal
dan jalan lingkungan dalam sistim jaringan jalan primer ;

f. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk penyusunan penetiapan fungsi jalan
dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan
ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten, antar ibukota Kabupaten, jalan lokal
dan jalan lingkungan dalam sistim jaringan jalan primer ;

g. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk penyempurnaan fungsi jalan dalam
sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota
provinsi dengan ibukota Kabupaten, antar ibukota Kabupaten, jalan lokal dan
jalan lingkungan dalam sistim jaringan jalan primer ;

h. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pengawasan fungsijalan, sesuai
ketentuan yang berlaku ;

i. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pengawasan fungsi jembatan,
sesuai ketentuan yang berlaku ;

j. melaksanakan p+r*golahan bahan/data untuk pengawasan fungsi jalan, sesuai
ketentuan yang lr*rlaku ;

k. melaksanakan 1w*golahan bahan/data untuk per"lgawasan fungsi jembatan,
sesuai ketentuan yang berlaku ;

l. melaksanakarr f:r*nyajian bahan/data untuk pen#.lwasan fungsi jalan, sesuai
ketentuan yan+ ?iarlaku ;

m. melal$anakan Penyajian bahan/data untuk pangawesan fungsi jembatan,

sesuai yang berlaku ;
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n. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk penyusunan penetapan status
Jalan Provinsi ;

o. melaksanakan pengolahan bahan/data untuk penyusunan penetapan status
Jalan Provinsi ;

p. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk penyusunan penetapan status Jalan
Provinsi ;

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang
tugasnya.

t. melaksanakan Pelaporan, pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan
tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan ;

(3) Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi, mempunyaitugas :

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup
Seksi Pengendalian dan Evaluasi ;

b. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pengendalian fungsi dan
manfaat hasil pembangunan jalan provinsi ;

c. melaksanakan pengolahan bahan/data untuk pengendalian fungsi dan manfaat
hasil pembangunan jalan provinsi ;

d. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pengendalian fungsi dan manfaat
hasil pembangunan jalan provinsi ;

e. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pengevaluasian kinerja
penyelenggaraan jembatan provinsi ;

t. melaksanakan pengolahan bahanldata untuk pengevaluasian kinerja
penyelenggaraan jembatan provinsi ;

g. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pengevaluasian kinerja
penyelenggaraan jembatan provinsi ;

h. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pengendalian fungsi dan
manfaat hasil pembangunan jembatan provinsi ;

i. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pengendalian fungsi dan manfaat
hasil pembangunan jalan provinsi ;

j. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pengendalian fungsi dan manfaat
hasil pembangunan jalan provinsi ;

k. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pembuatan Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah (LKPD) dinas;

l. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pembuatan Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah (LKPD) dinas ;

m. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pembuatan Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah (LKPD) dinas;

n. melaksanakan pengumpulan bahanldata untuk pembuatan laporan akuntabilitas
kinerja pemerintah (LAKIP) ;

t6

o. melaksanakan



melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pembuatan laporan akuntabilitas
kinerja pemerintah (LAKIP) ;

melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pembuatan laporan akuntabilitas
kinerja pemerintah (LAKIP) ;

melaksanakan Pengumpulan, pengolahan dan Penyajian bahan/data untuk
pembuatan laporan bulanan dinas;
melaksanakan Pengumpulan, pengolahan dan Penyajian bahan/data untuk
pembuatan laporan triwulan dinas ;

melaksanakan Pengumpulan, pengolahan dan Penyajian bahan/data untuk
pembuatan laporan tahunan dinas ;

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang
tugasnya.

v. melaksanakan Penyusunan, pertanggungjawaban dan dokumentasi
pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang ,sesuaist6ndar yang ditetapkan ;

Bagian Keempat
Bidang Pembinaan Teknik

Pasal 7

(1) Bidang Pembinaan Teknik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pembinaan Teknik Jalan dan
Jembatan, Perizinan, Teknologi Jalan dan Jembatan.

(2) Bidang Pembinaan Teknik , menyelenggarakan fung*r

a. penyelenggaraan pemberian bimbingan , arahar, rJan penegakan disiplin
pegawai pada lingkup Pembinaan Teknis ;

b. penyelenggaraan Pemberian bimbingan teknik, psn,i,1fi15"n dan pelatihan para
penyelenggara jalan provinsi dan Kabupaten/Kota ,

c. penyelenggaraan Penyusunan pedoman pelal.ia'i*otan, perencanean dan
pengawasan penyelenggaraan jalan dan jembatan

d. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pr'',r:;.:rw?set"l teknik jalan dan
jembatan serta pembuatan dokumen lelang ;

e. penyelenggaraan Penyusunan izin, rekomendssi, tir' r'l,rrgasi dan preilimbangan
pemanfaatan jalan sesuai ketentuan dan peraturar! i,. ,;rrrdflDg-undarugan;

f . penyelenggaraan Pengawasan pemanfaatan, jalart ..,.r$uai ketentuan peraturan
perundang-undangan ;

g. penyelenggaraan Pengkajian, penelitian dan per;*ryryrtlflng?n teknologi bidang
jalan dan jembatan provinsi ;

h. penyeleng$fttsan pembinaan teknis bagi penyedia 1;*,, + nemboron*an konstruksi
dan jasa pr*x-rtr*rongan konsultansi serta Peng**':*:'i ngan tek**lugi terapan
dibidang jale* unluk jalan Kabupaten/Desa dan jala*a dt#ta ;

i.perqrebrryg@rraan

p.

q.

r.

s.

t.
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i. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuaitugas dan
fungsinya;

j. penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban atas
pelaksanaan tugas dan fungsinya ;

(3) Kepala Bidang Pembinaan Teknik, mempunyai uraian tugas :

a. menyelengarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada
lingkup Bidang Pembinaan Teknik ;

b. menyelenggarakan bimbingan teknik, penyuluhan dan pelatihan para
penyelenggara jalan provinsi

c. menyelenggarakan bimbingan teknik, penyuluhan dan pelatihan para
penyelenggara jalan kabupaten/kota ;

d. menyelenggarakan pedoman perencanaan penyelenggaraan jalan ;

e. menyelenggarakan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan jalan ;

f. menyelenggarakan pedoman pengawasan penyelenggaraan jalan ;

g. menyelenggarakan pedoman perencanaan penyelenggaraan jembatan ;

h. menyelenggarakan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan jembatan ;

i. menyelenggarakan pedoman pengawasan penyelenggaraan jembatan ;

j. menyelenggarakan pengadaan perencanaan dan pengawasan teknik ialan dan
jembatan serta pembuatan dokumen lelang ;

k. menyelenggarakan pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan
pemanfaatan jalan, sesuai ketentuan yang berlaku ;

l. menyelenggarakan pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan ;

m. menyetenggarakan pemanfaatan jalan, sesuai ketentuan yang berlaku ;

n. menyelenggarakan pengkajian, penelitian dan pengembangan teknologi jalan
provinsi;

o. menyelenggarakan pengkajian, penelitian dan pengembangan teknologi
jembatan provinsi ;

p. menyelenggarakan pembinaan teknis penyedia jasa pemborongan konstruksi;

q. menyelenggarakan pembinaan teknrs penyedia jasa pemborongan konsultansi;

r. menyelenggarakan Pengembangan teknologi terapan dibidang jqlan untuk jalan

Kabupaten/Desa dan jalan Kota ;

s. menyelenggarakan flengembangan dan penqelolaan sistem manajemen jalan
provinsi ;

t. menyelenggarak;ln Pengembangan dan penr:relolaan sistem manajemen
jembatan Prr.ri"rr' "

u, menyelenggar.:rF.i{i} telaahaan staf kepada p*}i{iinan untuk pengambilan

kebiiakan;
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v. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepata Dinas, sesuai bidang
tugasnya dan fungsinya ;

w. menyelenggarakan penyusunan Laporan dan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan ;

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) (2) dan (3), Kepala Bidang Pembinaan Teknik dibantu :

a. Seksi Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan ;

b. Seksi Perizinan ;

c. SeksiTeknologi Jatan dan Jembatan ;

Pasal 8

(1) Kepala Seksi Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan, mempunyaitugas :

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup
Seksi Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan ;

b. melaksanakan Pengumpulan bahan/data tentang jalan dan jembatan ;

c. melaksanakan bimbingan teknis, penyuluhan dan pelatihan para penyelenggara
jalan provinsi dan kabupaten/kota ;

d. melaksanakan Pengolahan bahan/data tentang pembinaan teknik jalan dan
jembatan;

e. melaksanakan bimbingan teknis, penyuluhan dan pelatihan para penyelenggara
jalan Provinsi dan Kabupaten/kota ;

f. melaksanakan Penyajian bahan/data tentang teknik pembinaan Jalan dan
Jembatan;

g. melaksanakan bimbingan teknis, penyuluhan dan pelatihan para penyelenggara
jalan provinsi dan kabupaten/kota ;

h. melaksanakan Menyiapkan bahan pembinaan teknis bagi penyedia jasa
pemborongan konstruksi ;

i. melaksanakan Menyiapkan bahan pembinaan teknis bagi penyedia jasa
pemborongan konsultansi ;

j. melaksanakan pembuatan dokumen lelang, sesuai ketentuan yang ditetapkan ;

k. melaksanakan Pengumpulan bahanidata untuk penyusunan pedoman
pelaksanaan, perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan jalan;

L melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk penyusunan pedoman
pelaksanaan, perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan jembatan;

m. melaksanakan P*ngolahan bahan/data untuk penyusunan pedoman
pelaksanaan, pererir,anaan dan pengawasan penyelenggaraan jalan;

n. melaksanakan tr*ngolahan bahan/data untuk penyusunan pedoman
pelaksanaan, pere' loanaan dan pengawasan penyelenggaraan jembatan;

o. rneliaksanakan dlenyqjian bahan/data untuk Strryusunan pedornan,pelaksanaan,
peren€nail &n prgmroasan p€rurelerugtraffi ia*afi[
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p. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk penyusunan pedoman pelaksanaan,
perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan jembatan;

q. melaksanakan Pengumpulan bahanldata untuk penyusunan perencanaan dan
pengawasan teknik jalan 

;

r. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk penyusunan perencanaan dan
pengawasan teknik jembatan ;

s. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk penetapan perencanaan dan
pengawasan teknik jalan ;

t. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk penetapan perencanaan dan
pengawasan teknik jembatan ;

u. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pengadaan perencanaan dan
pengawasan teknik jalan dan Jembatan ;

v. melaksanakan penyusunan telaahaan staf untuk penetapan pengambilan
kebijakan ;

w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang
tugasnya;

x. Melaksanakan Pelaporan, pertanggungjawaban dan pendokumentasian
pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang ,sesuai standar yang ditetapkan.

(2) Kepala Seksi Perizinan, mempunyai tugas:

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan arahan kepada pegawai pada lingkup
Seksi Perizinan ;

b. melaksanakan Pengumpulan bahan/data tentang perizinan jalan ;

c. melaksanakan Pengumpulan bahan/data tentang rekomendasi jalan;

d. melaksanakan Pengumpulan bahan/data tentang dispensasi ;

e. melaksanakan Pengumpulan bahan/data tentang pertimbangan pemanfaatan
jalan ;

f. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pemberian izin jalan, sesuai
ketentuan peraturan perudang-undangan ;

g. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pemberian rekomendasi jalan,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;

h. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pemberian dispensasijalan, sesuai
ketentuan peraturan peundang-undingan;

i. melaksanakan Pengotahan bahan/data untuk pertimbangan pemanfaatan jalan,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk penetapan pemberian izin dan
pertimbangan pemanfaatan jalan, sesuai keterrlrran peraturan perundang-
undangan ;

k. melaksanakan Penya;ian bahan/data untuk pghslr iifln pemberian rekomendasi
dan pertimbanqa;r pemanfaatan jalan, sesuai ketr'rtituan peraturan perundang-
undangan;
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t.

m.

melaksanakan Penyajian bahan/data untuk penetapan dispensasi dan
pertimbangan pemanfaatan jalan, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

melaksanakan Pengumpulan bahan/data tentang pengawasan pemanfaatan
jalan;

n. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk penyusunan jembatan 
;

o. melaksanakan Pengolahan bahan/data tentang pengawasan pemanfaatan jalan,
sesuai peraturan perundang-undangan 

;

p. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pengawasan jembatan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan 

;

q' melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk penyusunan pengawasan
jembatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;

r. melaksan?kal Penyajian bahan/data untuk perumusan penetapan pengawasan
pema nfaatan jalan, sesuai ketentuan peratu ran peru nda ng-u ndanga n ;

s. melaksanakan penyajian bahan/data untuk perumusan penetapan pengawasan
jem batan, sesuai ketentuan peratu ran peru ndang-u nd angan ;

t. melaksanakan telaahaan staf untuk pengambilan kebijakan, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan 

;

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang
tugasnya ;

v. melaksanakan Pelaporan, pertanggungjawaban dan pendokumentasian
pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan;

(3) Kepala seksireknologiJalan dan Jembatan mempunyaitugas :

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup
Seksi Teknologijalan dan jembatan ;

b. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk p*ngkajian serta penelitian dan
pengembangan teknologi bidang jalan untuk jalan g*c;vinsi;

c. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk Wr:rlkajian serta penelitian dan
pengembangan teknologi bidang jalan untuk jemb,al*lr: provinsi;

d. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk p*nqkalian serta penelitian dan
pengembangan teknologi bidang jembatan unfuk jal*rr provinsi;

e. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pe{r{}kajian serta penelitian dan
pengembangan teknologi bidang jembatan untuk jer*i,;rtan provinsi;

f. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk p*r'ri*&;,rjian serta penelitian dan
pengembangan teknologi bidang jalan untuk jalan p{l;,,.i}tni'

g. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk p*rl';i,;*psn serta penelitian dan
pengembangan teknologi bidang jalan untuk jemb+rr,r,: !:rovinsi;

h. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk per'{;4.iiJian serta penelitian dan
pengembangan teknologi bidang jembatan untuk j*t,i?r1 provinsi;

i. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pengnajian serta penelitian dan
pengembangan teknologi bidang jembatan untuk jembatan provinsi;
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j melaksanakan Penyajian bahan/data untuk perumusan pengkajian serta
penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan untuk jalan provinsi;

k. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk perumusan pengkajian serta
penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan untuk jembatan provinsi;

l. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk perumusan pengkajian serta
penelitian dan pengembangan teknologi bidang jembatan untuk jalan provinsi;

m. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk perumusan pengkajian serta
penelitian dan pengembangan teknologi bidang jembatan untuk jembatan
provinsi;

n. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pengembangan teknologi terapan
dibidang jalan untuk jalan Kabupaten/Desa dan jalan Kota ;

o. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pengembangan teknologi terapan
dibidang jalan untuk jalan Kabupaten/Desa dan jalan Kota ;

p. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pengembangan teknologi terapan
dibidang jalan untuk jalan Kabupaten/Desa dan jalan Kota ;

q. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pengembangan pengelolaan
sistem manajemen jalan Provinsi ;

r. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pengembangan pengelolaan sistem
manajemen jalan Provinsi ;

s. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pengembangan pengelolaan sistem
manajemen jalan Provinsi ;

t. melaksanakan telaahaan staf datam pengambilan kebijakan, sesuai ketentuan
yang berlaku ;

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang
tugasnya;

v. melaksanakan Pelaporan, pertanggungjawaban dan pendokumentasian
pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuaistandar yang ditetapkan

Bagian Kelima
Bidang Pembangunan dan Peningkatan

Pasal 9

(1) Bidang Pembangunan dan Peningkatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalarn menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pembangunan dan

Peningkatanlabn, pembangunan dan penggantian jembatan, AdministrasiTeknik

(2) Bidang Pembangunan dan Peningkatan, menyelerlggarakan fungsi :

a. penyeiengggr$;rr: F.lenyusunan program pembartgunan/peningkatan jalan dan
jembatan ;

b. penyelenggarir"rli fiemantauan dan evaluasi p*ngadaan jasa pemborongan
konstruksi,

c. penyelerqgaraan Fermntauarr" dan evaihrasi peHcser'raan peffi$sWil$oan idan

peningltatan jalan dan jembatan provinsl;
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d' penyelenggalaan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan
jalan dan jembatan, sesuai ketentuan dan ltandar yang berlaku ;

e. penyelenggaraan Penyusunan konsep tindak laniut hasil audit ;

f . peny,elenggala?n Penyusu.nan konsep jawaban sanggah banding ataspelaksanaan lelang barang dan jasa 
;

g' penyelenggaraan Penyusunan konsep jawaban atas pengaduan masyarakat
dalam pelaksanaan pembangunan lpeninlratan jalan dan jeribatan ;

h. peny-elenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas
dan fungsinya ;

i. penyelenggaraan Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya
kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetipkan ;

(3) Kepala Bidang Pembangunan dan peningkatan mempunyai uraian tugas :

a' menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin
kepada pegawaipada lingkup Bidang pehbangunan dan peningka-tan ;

b. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan/data dibidang
pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan 

;

c. menyelenggarakan program pembangunan/peningkatan jalan ;

d. menyelenggarakan program pembangunan/peningkatan jembatan ;

e' menyelenggarakan Pemantauan pengadaan jasa pemborongan konstruksi ;

t- menyelenggarakan evaluasi pengadaan jasa pemborongan konstruksi ;

g. menyelenggarakan Pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan
peningkatan jalan provinsi ;

h' menyelenggarakan Pemantauan, dan evalua*i pelaksanaan pembangunan dan
peningkatan jembatan provinsi ;

,. fPntelenggarakan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan
jalan sesuai ketent*an dan standar yang berlaku ;

i. menyelenggarakan Fengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan
jembatan, sesuai k*icntuan dan standard yang berlaku ;

k. menyelenggaraka* knnsep tindak lanjut hasil audit ;

l. menyelenggarak;r*'t konsep jawaban sanggah banding atas pelaksanaan lelang
barang dan ja** +q*uai ketentuan peratuian perundarig-undangan;

m. menyelenggmrn&.r* konsep jawaban atas pengaduan masyarakat dalam
pelak*anaan p*irrii*ngunafl /peningkatan j*lan, sesuai keteniuan peraturan
peru ndang-unr* ;1,.:6an ;

n. menyelenggat;+&;+* konsep jawaban atas pengaduan masyarakat dalam
pelaksanaan i'" : 'ti;lRgunan /peningkatan jernb*tan, sesuai ketentuan peraturan
Perunclang-urr , +: o;p1t

o' nreny*lengg;,tiie'kre.r rnasukan yang perlu kepada n*:i:rala Dinas, sesuai bidang
tugas {lan fl:{:tj'jr: id8 

,

p' menytrienggr*raki*n tugas lain yang diberikan Kepa**.Drnas, sesuai b.idang tugas
dan fungslntrra;
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q. menyelenggarakan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya
kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan ;

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), (2) dan (3), Bidang Pembangunan dan peningkatan, dibantu:

a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan ;

b. Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan ;

c. SeksiAdministrasiTeknik.

Pasal 10

(1) Kepala seksi Pembangunan dan Peningkatan Jaran, mempunyaitugas :

melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup
Seksi Pembangunan dan peningkatan jalan ;

melaksanakan Pengumpulan bahan/data tentang pembangunan/peningkatan
dibidang jalan ;

c. melaksanakan Penyusunan program pembangunan/peningkatan dibidang jalan ;

d. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk penyusunan pelaksanaan
pembaqgunan/peningkatan jalan provinsi;

e. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pemantauan pelaksanaan
pembangunan/peningkatan jalan provinsi;

t. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk evaluasi pelaksanaan
pembangunan/peningkatan jalan provinsi;

g. melaksanakan Pengolahan bahan/data untilk penyusunan pelaksanaan
pembangunan/peningkatgn jalan provinsi;

h. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pemantauan pelaksanaan
pembangunan/peningkatan jalan provinsi;

i. melaksanakan Pengolahan bahan/data untl*k evaluasi pelaksanaan
pembangunan/peningkatan jalan provinsi ;

j melaksanakan Penyajian bahan/data untuk penyusunan pelaksanaan
pembangunan/peningkatan jalan provinsi;

k. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk ;lllmantauan pelaksanaan
pembangunan/peningkatan jalan provinsi;

l. melaksanakan Penyajian bahan/data untui' evaluasi pelaksanaan
pembangunan/;,-'***r*gkatan jalan provinsi;

m. melaksanakan $***gumpulan bahan/data untuk $:ri{ryusunan pembangunanl
peningkatan jal** provinsi ;

melakeanakan $;**gumpulan bahan/data untuk t,rngawasan pembangunan/
peningkatan j*lrr* provi4si ;

melaksan?ksr.t $:uerngumpulan bahan/data untuk Fr,{rtendalian pembangunan/
pening;kata* i*i;** $rrovinsi ;

p. melaksanaksn Pengolahan bahanldata untuk Penyusunan

q.M*T
perl&4rglur{sdu,gir**xrqllatan jalan provinsi,;

a.

b.

n.
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q. melaksanakan. Pengolahan bahan/data untuk pengawasan
pembangunan/peningkatan jalan provinsi ;

r' melaksanakan. Pengolahan bahan/data untuk pengendalian
pembangunan/penipgkatan jalan provinsi;

s. melaksanakan. Penyajian bahan/data untuk penyusunan
pembangunan/pe4ingkatan jalan provinsi ;

t. melaksanakan. Penyajian bahan/data untuk pengawasan
pembangunan/peningkatan jalan provinsi ;

u' melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pengendalian
pembangunan/peningkatan jalan provinsi ;

v. melaksanakan telaahaan staf untuk pengambilan kebijakan ;

w. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya ;

x. melaksanakan Pelaporan, pertanggungjawaban dan pendokumentasian
pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan.

(2) Kepala Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan, mempunyai uraian tugas :

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai dan lingkup
Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan ;

b. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk Penyusunan perencanaan
kegiatan pembangunan/penggantian jembatan ;

c. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pelakqanaan penyusunan
pelaksanaan pembangunan dan penggantian jembatan provinsi ;

d. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pelaksanaan pemantauan
pelaksanaan pembangunan dan penggantian jembatan provinsi ;

e. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pelaksanaan evaluasi
pelaksanaan pembangunan dan penggantian jembatan provinsi ;

t. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pelaksanaan penyusunan
pelaksanaan pembangunan dan penggantian jembatan provinsi ;

g. mglaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pelaksanaan pemantauan
pelaksanaan pembangunan dan penggantian jembatan provinsi ;

h. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pelaksanaan evaluasi pelaksanaan
pembangunan dan penggantian jembatan provinsi ;

i. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pelaksanaan penyusunan
pelaksanaan pembangunan dan penggantian jembatan provinsi ;

j. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pelaksanaan pemantauan
pelaksanaan pembangunan dan penggantian jembatan provinsi ;

k. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pelaksanaan evaluasi pelaksanaan
pembangunan dan penggantian jembatan provinsi ;

l. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan pembangunan dan penggantian jembatan provinsi;

m. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan pembangunan dan penggantian jembatan provinsi ;
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n. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan pembangunan dan penggantian jembatan provinsi ;

o. melaksanakan telaahan staf untuk pengambilan kebijakan ;

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala pidang sesuai bidang
tugasnya;

q. melaksanakan Pelaporan, pertanggungjawaban dan pendokumentasian
pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan.

(3) Kepala SeksiadministrasiTeknik, mempunyai uraian tugas :

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup
Seksi administrasi Teknik ;

b. melaksanakan pengumpulan bahan/data untuk penyusunan perencanaan
kegiatan dibidang administrasi ;

c. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk membantu pengendalian,
administrasi teknik proses pengadaan jasa pemborongan ;

d. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk membantu pengendalian,
administrasi teknik proses pengadaan jasa pemborongan ;

e. melaksanakan dokumentasi administrasi teknik untuk membantu pengendalian
proses pengadaan jasa pemborongan ;

melaksanakan Pengumpulan bahan/data pelaksanaan administrasi teknik
pembangunan/peningkatan jalan dan pembangunan/penggantian jembatan ;

melaksanakan Pengolahan bahan/data pelaksanaan administrasi teknik
pembangunan/peningkatan jalan dan pembangunan/penggantian jembatan ;

melaksanakan dokumentasi bahan/data administrasi teknik pelaksanaan
pembangunan/peningkatan jalan dan pembangunan/penggantian jembatan ;

mengumpulkan dan menyajikan bahan/data tindak lanjut hasil audit ;

melaksanakan Pengumpulan bahan/data sanggahan banding atas pelaksanaan
lelang barang dan jasa ;

melaksanakan Pengolahan bahan/data sanggahan banding atas pelaksanaan
lelang barang dan jasa ;

melaksanakan Penyajian bdhan/data sanggahan banding atas pelaksanaan
lelang barang dan jasa ;

melaksanakan Pengumpulan bahan/data pengaduan masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan ;

melaksanakan Pengolahan bahan/data administrasi teknik pengaduan
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan ;

melaksanakan Penyajian bahan/data pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan ;

p. melaksanakan telaahaan staf dalam pengambilan kebijakan, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

q. melaksanakan

t.

g.

h.

i.

j

k.

l.

n.

o.
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q. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
r. melaksanakan Pelaporan, pertanggungjawaban dan pendokumentasian

pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai standar y"ng ditetapkan ;

Bagian Keenam
Bidang Pemeliharaan

Pasal 11

(1) Bidang Pemeliharaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemeliharaan Jalan,
Pemeliharaan Jembatan, administrasi teknik ;

(2) Bidang Pemeliharaan, menyelenggarakan fungsi :

a- penyelenggaraan Penyusunan perencanaan kegaitan pemeliharaan jalan dan
jembatan;

b. penyelenggaraan Pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan jalan
dan jembatan provinsi serta tugas pembantuan ;

c. penyelenggaraan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan
jalan dan jembatan, sesuai ketentuan dan standar yang berraku;

d. penyelenggaraan Penyusunan pedoman penataan administrasi pemeliharaan
jalan dan jembatan provinsi;

e. penyelenggaraan Penyusunan konsep tindak lanjut hasil audit ;

f. penyelenggaraan Penyusunan konsep jawaban sanggah banding atas
pelaksanaan lelang barang dan jasa;

g. penyelenggaraan Penyusunan konsep atas pengaduan masyarakat dalam
pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;

h. penyelenggaraan Pembantu pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas
pembantuan yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada Kepala Daerah;

(3) Kepala Bidang Pemeliharaan, mempunyai uraian tugas :

a. menyelenggarakan pembinaan bimbingan, arahan dan peningkatan disiplin
pegawai pada lingkup Bidang Pemeliharaan ;

b. menyelenggarakan kegiatan perencanaan pemelitraraan jalan ;

c. menyelenggarakan kegiatan perencanaan pemelih*raan jembatan ;

d. menyelenggarakan Pemantauan pelaksanaan pem*liharaan jalan provinsi ;

e. menyelenggarakan Pemantauan pelaksanaan penr*liharaan jembatan provinsi ;

f . menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fa*ilitasi dan Pemantauan
pelaksanaan tugas pernbantuan jalan dan jembatarr 

,

g. menyelenggarak*r: **valuasi pelaksanaan pemelih*r,*an jalan provinsi ;

h. menyelenggar*k*n *valuasi pelaksanaan pemelihxr;.ran jembatan provinsi ;

L menyelenggarakan svaluasi dan pengendalian tugEE pembantuan jalan dan
jembatan ;

J. menyelenggarakan
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menyelenggarakan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan
jalan dan jembatan 

;

' menyelenggarakan pedoman penataan administrasi pemeliharaan jalan dan
jembatan provinsi;

l. menyelenggarakan konsep tindak lanjut hasil audit;
m. menyelenggarakan konsep jawaban sanggah banding atas pelaksanaan lelang

barang dan jasa;

n. menyelenggarakan konsep atas pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan
pemeliharaan jalan dan jembatan;

o. menyelenggarakan peiaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan
yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada Kepala Daerah;

p. menyelenggarakan Pemantauan, koordinasi dan eValuasi penanganan bantuan
penanggulangan bencana alam;

q. menyelenggarakan penyusunan telaahan staf untuk pengambilan kebijakan ;

r' menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas
dan fungsinya ;

s. menyelenggarakan laporan dan pertanggungjawaban petaksanaan tugasnya
kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan;

(4) Untuk melaksanafaq tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), (2) dan (3), Bidang pemeliharaan, dibantu :

a. Seksi Pemeliharaan Jalan;

b. Seksi Pemeliharaan Jembatian;

c. Seksi Administrasi Teknik.

Pasal 12

(1) Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan, mempunyaitugas :

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup
Seksi Pemeliharaan Jalan ;

b. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk penyusunan pelaksanaan
pemeliharaan jalan provinsi ;

c. melaksanakan pengolahan bahan/data untuk pemantauan pelaksanaan
pemeliharaan jalan provin*i ;

d. melaksanakan penyajian bahan/data untuk evaluasi pelaksanaan pemeliharaan
jalan provinsi ;

e. melaksanakan F*ngumpulan bahan/data untuk koordinasian kegiatan
penanggulangan h*ncana alam ;

f . melaksanakaR lisetigumpulan bahan/data untuk psngawasan pemeliharaan jalan
provinsi, tuga* pr*;r'rfrantUan dan penanggulangan tir,rncana alam ;

g. melsi(sHn€kan PenSurnpulan bahan/data untuk perqrcndalian pememaraan jalan
proviRsi, tuse$ pembentuan dan pananggurhrgen bencar€ &m ;

h. melaksanakan

j.

k
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h. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pengawasan pemeliharaan jalan
provinsi, tugas pembantuan dan penanggulangan bencana alam ;

i. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pengendalian pemeliharaan jalan
provinsi, tugas pembantuan dan penanggulangan bencana alam ;

j, melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pengawasan pemeliharaan jalan
provinsi, tugas pembantuan dan penanggulangan bencana alam ;

k. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pengendalian pemeliharaan jalan
provinsi, tugas pembantuan dan penanggulangan bencana alam ;

l. melaksanakan Pengumpulan pedoman penataan administrasi pemeliharaan jalan
provinsi ;

m. melaksanakan Penyusunan pedoman penataan administrasi pemeliharaan jalan
provinsi ;

n. melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan
tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang jalan yang dilimpahkan
Pemerintah Pusat kepada Kepala Daerah ;

o. melaksanakan penyusunan telaahan staf untuk pengambilan kebUakan ;

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya
;

q. melaksanakan Pelaporan, pertanggungjawaban dan pendokumentasian
pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai standar yang ditetapkan;

(2) Kepala Seksi Pemeliharaan Jembatan, mempunyaitugas :

a. melaksanakan pemeliharaan, bimbingan dan arahan kepada lingkup Seksi
Pemeliharaan;

b. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk penyusunan pelaksanaan
pemeliharaan jembatan provinsi dan penanggulangan bencana alam ;

c. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pemantauan pelaksanaan
pemeliharaan jembatan provinsidan penanggulangan bencana alam ;

d. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk evaluasi pelaksanaan
pemeliharaan jembatan provinsi dan penanggulangan bencana alam ;

e. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk penyusunan pelaksanaan
pemeliharaan jembatan provinsi dan penanggulangan bencana alam ;

t. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pemantauan pelaksanaan
pemeliharaan jembatan provinsi dan penanggulangan bencana alam ;

g. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk evaluasi pelaksanaan pemeliharaan
jembatan provinsi dan penanggulangan bencana alnm ;

h. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk penyusunan pelaksanaan
pemeliharaan jembatan provinsi dan penanggulspq:,rn bencana alam ;

i' melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pemantauan pelaksanaan
pemeliharaan jembatan provinsi dan penanggulang;r'r bencana alam ;

j melaksanakan Penyalian bahan/data untuk evalu;r:.; pelaksanaan pemeliharaan
jembatan provinsi rian penanggulangan bencana al;ttt: '
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k. melaksanakan. Pengumpulan bahan/data untuk pengawasan dan pengendalian
pemeliharaan jembatan provinsi, tugas pembantu dan penanggulangaribencana
alam;

l. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk pengawasan dan pengendalian
pemeliharaan jembatan provinsi, tugas pembantuan dan penanggulangan
bencana alam;

m. melaksanakan Penyajian bahan/data untuk pengawasan dan pengendalian
pemeliharaan jembatan provinsi, tugas pembantuan dan penanggulangan
bencana alam;

n. melaksanakan Pengumpulan, Penyusunan pedoman pelaksanaan administrasi
pemeliharaan jembatan 

;

o. melaksanakan Pembantuan pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas
pembantuan dibidang jembatan yang dilimpahkan Pemerintah Pusat kepada
Kepala Daerah ;

p. melaksanakan telaahan staf untuk pengambilan kebijakan ;

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya
;

r. melaksanakan Pelaporan, pertanggungjawaban dan pendokumentasian
pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan.

(3) Kepala Seksi Administrasi Teknik, mempunyai tugas :

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai lingkup Seksi
administrasiTeknik ;

b. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk membantu pengendalian proses
pengadaan jasa pemborongan ;

c. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk membantu pengendalian proses
pengadaan jasa pemborongan ;

d. melaksanakan dokumentasi bahan/data untuk membantu pengendalian proses
pengadaan jasa pemborongan ;

e. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk pembinaan pelaksanaan
administrasi teknik pemeliharaan jalan dan jembatan ;

t. melaksanakan Pengolahan bahan/data untilk penetapan pelaksanaan
administrasi teknik pemeliharaan jalan dan jembatan,

g. melaksanakan Penyajian bahan/data pelaksanaan pemeliharaan jalan dan
jembatan 

;

h. melaksanakan Pengumpulan dan Penyajian bahan*:i*ta tindak lanjut hasil audit ;

i. melaksanakan Pengumpulan bahan/data untuk psr$rapan sanggah banding atas
pelaksanaan lelang barang dan jasa ;

j. melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk nkiirx$i pelaksanaan sanggah
banding atas pelaksanaan lelang barang dan jasa 

,

k. melaksanakan Penyajian bahan/data penetapsfi !i;1ri;1!,sanaan sanggah banding
atas pelaksanaan lelang barang dan jasa ;
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m.

o.

melaksanakan Pengumpulan bahan/data atas pengaduan masyarakat dalam
pelaksanaan pemeliharaan jalan ;

melaksanakan Pengumpulan bahan/data atas pengaduan masyarakat dalam
pelaksanaan pemeliharaan jembatan 

;

melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk akurasi atas pengaduan
masyarakat dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan ;

melaksanakan Pengolahan bahan/data untuk akurasi atas pengaduan
masyarakat dalam pelaksanaan pemeliharaan jembatan ;

p. melaksanakan Penyajian bahan/data atas pengaduan
pelaksanaan pemeliharaan jalan ;

masyarakat dalam

l.

q.

r.

s.

t.

melaksanakan Penyajian bahan/data atas pengaduan masyarakat dalam
pelaksanaan pemeliharaan jembatan ;

melaksanakan penyusunan telaahan staf untuk pengambilan kebijakan ;

melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;

melaksanakan Pelaporan, pertanggungjawaban dan pendokumentasian
pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan;

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

(1) Pada Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara, dapat dibentuk Kelompok jabatan
Fungsional, berdasarkan kebutuhan dan hasil analisis beban kerja, yang ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan keahlian masing-
masing;

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-
masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional seni*r, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan ;

(4) Jumtah kelompok fungsional ditentukan berdasarkan k*b*luhan, sifat, jenis dan beban
kerja;

(5) Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional dilakui,an sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB III
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BAB III
TATA KERJA

Pasal 14

(1)Untuk mewujudkan lntegrasi, sinkronisasi dan harmonisasi kerja dilingkungan Dinas
Bina Marga Provinsi Sumatera Utara, semua Pejabat Struktural Dinas wajib
membangun, memelihara dan membina komunikasi vertikal dan komunikasi
horizontal serta koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Perangkat Daerah
lainnya dan pihak terkait, serta menerapkan prinsip partisipasi, transparansi dan
akuntabilitas.

(2) Kepala Dinas wajib melaksanakan pengawas dan pembinaan terhadap bawahannya
masing-masing.

(3) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal,
Sekretaris melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;.

(4)Apabila Sekretaris berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, maka
Kepala Dinas menghunjuk Pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk
melaksanakan tugas Sekretaris.

(S)Apabila Kepala Bidang dan Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya
karena sesuatu hal, Kepala Dinas menghunjuk Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang dan/atau Kepala UPT
dengan dilengkapi administrasi pelaksanaan tugas, sesuai ketentuan dan standar
yang berlaku.

(6)Atas pertimbangan dayaguna dan hasilguna, dalam hal berhalangan dalam
melaksanakan tugasnya, masing-masing pejabat dapat menghunjuk dan
mendelegasikan tugasnya kepada pejabat setingkat dibawahnya yang dapat
bertanggung jawab, sesuai ketentuan peraturan perunet*ng-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Untuk kepentingan koordinasi dan pengendalian surat m*nyurat maka :

a. Surat Dinas yang akan ditandatangani oleh Gubernur harus melalui paraf koordinasi
Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi, Sekret;rri* Daerah, sesuai ketentuan
naskah dinas yang berlaku.

b. Surat Dinas yang akan ditanda tangani Kepala Dinas, li,*rus melalui paraf koordinasi
Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi, Kepala Bidang dan $*kretaris, sesuai ketentuan
naskah dinas yang berlaku.

c. Surat Dinas yang akan ditanda tangani Kepala UPTD, l'.:t:*.lJ$ melalui paraf koordinasi
Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
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BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

(1) Atas dasar pertimbangan produktivitas peningkatan kinerja terhadap peraturan
Gubernur ini, dapat dilakukan penyesuaian Oin penyempurnaan sesuai dengan
dinamika perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi daiam menampung urusan
pemerintahan yang belum ditangani, sesuai kebutuhan.

(2) f"l - hal yang belum cukup diatur dengan Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Gubemur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubemur
Sumatera Utara Nomor 061.1.441.1(Tahun 2002 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Jalan dan Jembatan serta Organisasi dan Tati Keda Unit Fehksana Teknjs
Dinas Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Utara dica-but dan dinyatakan tidak
berlaku;

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggar diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatiannya dalam Berita Daerah Provinsi sumatera utara

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 10 Pebruari2010

GUBERH UR SU]I'IATERA UTARA

dto

SYAIII$UL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal \l fq-br*a* &at.i.)

svtHst,

ift$I SUMATERA UTARA TAHUN 2OIT} I.IOMOR 9
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